
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR   51  TAHUN  2005 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
 

LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS 
 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 

23, Pasal 24, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (8), dan 

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; 

 

 

 

Mengingat   :  1.  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 1945;    

 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

139,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4252); 

 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS. 

BAB I...  
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BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  
 

1.   Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran 
iklan, siaran iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi 
radio, lembaga penyiaran, pemerintah, dan izin 
penyelenggaraan penyiaran adalah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran. 

 

2.    Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran 
radio atau  televisi yang berbentuk badan hukum 
Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat 
independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar 
rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk 
melayani kepentingan komunitasnya. 

 

3.    Komunitas adalah sekumpulan orang yang bertempat 
tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di wilayah 
tertentu. 

 

4.     Arsip Siaran adalah dokumen bahan siaran yang sudah 
disiarkan oleh Lembaga  Penyiaran Komunitas. 

 

5.     Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran 
sesuai dengan izin yang diberikan, yang di dalam wilayah 
tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik 
dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi 
radio lainnya. 

 

6.     Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara 
siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia 
khalayak dan khalayak sasaran. 

 

7.     Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara 
Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat 
yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak 
permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan 
perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. 

 

8.     Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, 
yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum 
Indonesia. 

 

9.     Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. 

 

10. Komisi . . . 
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10.   Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut KPI, 

adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada 
di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta 
masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan 
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran.  

 
 

  
BAB II 

 

PENDIRIAN DAN PERIZINAN 
 

Bagian  Pertama 
Umum 

  
Pasal  2  

 
(1)   Lembaga Penyiaran Komunitas menyelenggarakan 

penyiaran melalui sistem terestrial yang meliputi : 
a.  penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital; 
b.  penyiaran radio FM secara analog atau digital;  
c.  penyiaran televisi secara analog atau digital. 
 

(2)   Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang didirikan di sekitar 
wilayah keselamatan penerbangan. 

 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran 
melalui sistem terestrial  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.   

 
 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pendirian 

  
Pasal  3  

 
Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan oleh komunitas dalam 
wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dan 
hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya. 

  
Pasal  4  

 
(1)   Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan 

persyaratan sebagai berikut: 
a. didirikan oleh warga negara Indonesia; 
b.  berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan; 
c.  merupakan lembaga penyiaran non-partisan;  

 
d. kegiatannya . . . 
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d.  kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran 

komunitas; 
e.  pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia; 
f.  seluruh modal usahanya berasal dari anggota 

komunitas. 
  

(2)  Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan dengan 
persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh 
satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa atau paling 
sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan 
dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat  pemerintah 
setingkat kepala desa/lurah setempat. 

  
Pasal  5 

 
 (1) Radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas di batasi 

maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi 
pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) 
maksimum 50 (lima puluh) watt. 

 
 (2)  Dalam radius siaran Lembaga Penyiaran Komunitas 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) hanya dapat 
didirikan: 
a.  1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio; 

atau 
b.  1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas televisi; 

atau 
c.  1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas radio 

dan 1 (satu) stasiun Lembaga Penyiaran Komunitas 
televisi. 

  
Pasal  6 

 
Lembaga Penyiaran Komunitas dalam menyelenggarakan 
siarannya : 
a.  melaksanakan siaran paling sedikit 5 (lima) jam per hari 

untuk radio dan 2 (dua) jam per hari untuk televisi; 
b.  tidak berfungsi hanya sebagai stasiun relai bagi stasiun 

penyiaran lain;  
c.   melibatkan peran komunitasnya. 

  
Pasal  7  

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian 
Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
 

 Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan 

   
Pasal  8  

 

(1)  Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran 
Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan 
penyiaran. 

  
(2)  Untuk  memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran 

Lembaga Penyiaran Komunitas, Pemohon mengajukan 
permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI 
dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah ini.  

 
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk 
Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI dengan 
melampirkan persyaratan administrasi, program siaran, 
dan data teknik penyiaran sebagai berikut:   

 
a.  Persyaratan administrasi: 

1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta 
mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran 
yang akan diselenggarakan; 

2.  akta pendirian dan perubahannya beserta 
pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada 
instansi yang berwenang; 

3.  susunan dan nama para pengurus penyelenggara 
penyiaran; 

4.  studi kelayakan dan rencana kerja; 
5.  uraian tentang aspek permodalan; 
6.  uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit 

kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk 
uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit 
kerja;    

 
b. Program siaran: 

1.  uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata 
acara siaran, khalayak sasaran; 

2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan 
rincian siaran musik, serta       pola acara siaran 
harian dan mingguan. 

 
 

c. Data . . . 
 


